ARBITRASE DAN MEDIASI
(Pertemuan ketiga)

1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak
ketiga yang dapat diterima (acceptable). Artinya para pihak yang bersengketa
mengizinkan pihak ketiga untuk membantu para pihak yang bersengketa dan
membantu para pihak untuk mencapai penyenyelesaian.

Meskipun demikian, para pihak tidak selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh
mediator. Para pihak dapat saja menerima dan melakukan sepenuhnya apa
yang dikemukakan pihak ketiga, tetapi para pihak juga berhak menolak.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa
melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak
dengan dibantu oleh Mediator.

Karakteristik Mediasi :
a. Intervesi mediator dapat diterima kedua belah pihak;
b. Mediator tidak berwenang membuat keputusan, hanya mendengarkan
membujuk dan memberikan inspirasi kepada para pihak.
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Gambar 1. Karakterisitik Mediasi

Mediasi diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016
dengan pertimbangan:



a. mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat,
efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk
memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

b. mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap
keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang
sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen
Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot
Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura,
Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang
diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44)
mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat
didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam
prosedur berperkara di Pengadilan;

d. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara
perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan
dalam penyelesaian sengketa
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Gambar 2. Pertimbangan pembentukan Perma 1 Tahun 2016

Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti
prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Hakim Pemeriksa Perkara
dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah
diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.

Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk
menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur



mengenai Mediasi di Pengadilan. Dalam hal terjadi pelanggaran, apabila
diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah
Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk
melakukan proses Mediasi.

Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim yang bukan Hakim Pemeriksa
Perkara yang memutus. Proses Mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi
atau Mahkamah Agung.

. Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi

Perkara yang wajib menempuh mediasi adalah semua sengketa perdata yang

diajukan ke Pengadilan termasuk

e perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek

e perlawanan pihak berperkara (partij verzet)

e perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali ditentukan lain
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Gambar 3. Perkara yang wajib menempuh mediasi

Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi
meliputi:
a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu
penyelesaiannya meliputi antara lain:
» sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga,



» sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan
Industrial,

» keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,

» keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,

= permohonan pembatalan putusan arbitrase,

= keberatan atas putusan Komisi Informasi,

= penyelesaian perselisihan partai politik,

» sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan

» sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang
waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Gambar 4. Sengketa dengan tenggat waktu

. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau
tergugat yang telah dipanggil secara patut;

gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara
(intervensi);

. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan
perkawinan;

. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di
luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang
terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil
berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator
bersertifikat.
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Gambar 5. Perkara yang tidak wajib menempuh mediasi

3. Sifat Proses Mediasi

Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak
menghendaki lain.

Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan
ketidakberhasilan proses Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan
merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.

Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual
jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar
secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.
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Gambar 6. Sifat proses mediasi

4. Kewajiban Menghadiri Mediasi

Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau
tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh dianggap
sebagai kehadiran langsung.

Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat
dilakukan berdasarkan alasan sah yang meliputi antara lain:

a.

b.
C.
d.

kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan
Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter

di bawah pengampuan

mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau
menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak
dapat ditinggalkan.
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Gambar 7. Alasan tidak hadir yang sah



Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad
baik. Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat
dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

e tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam
pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

e menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada
pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali
berturut-turut tanpa alasan sah;

e ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan
Mediasi tanpa alasan sah;

e menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak
menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau

e tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah
disepakati tanpa alasan sah.
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Gambar 8. Iktikad tidak baik
5. Biaya Jasa Mediator

Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya.
Sedangkan biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan
ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses Mediasi dibebankan
terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara yang
ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan Para Pihak untuk
menghadiri sidang.

Dalam hal Para Pihak berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian, biaya
pemanggilan ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan Para Pihak.



Dalam hal Mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai
kesepakatan, biaya pemanggilan Para Pihak dibebankan kepada pihak yang
kalah, kecuali perkara perceraian di lingkungan peradilan agama..

Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator dan biaya pemanggilan Para Pihak
dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di
luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak.

Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi
di luar Pengadilan.

Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk
bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu
perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.

Penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya.

Untuk mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung

menetapkan tata kelola yang di antaranya meliputi:

e perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian Mediasi di Pengadilan;

e pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Mediasi di
Pengadilan;

e pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikasi Mediasi terakreditasi;

e penyebarluasan informasi Mediasi; dan

e pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya,
baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Mediasi.
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Gambar 9. Tempat penyelenggaraan Mediasi
7. Mediator

Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah
mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang
diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh
akreditasi dari Mahkamah Agung.

Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat
menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan
jumlah Mediator bersertifikat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan
pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

e memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk
saling memperkenalkan diri;

¢ menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;

e menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak
mengambil keputusan;

e membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;

e menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu
pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);

e menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;

e mengisi formulir jadwal mediasi.

e memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan
permasalahan dan usulan perdamaian;



e menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan
berdasarkan skala proritas;

¢ memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
v" menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
v' mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;

dan

v bekerja sama mencapai penyelesaian;

e membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan
Perdamaian;

e menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak
dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

e menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan
menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

e tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim
Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi
berdasarkan panggilan yang sah dan patut.

Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan
pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara. Dalam hal para
pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan
dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak
menghalangi pelaksanaan Mediasi.

Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para

Pihak yang meliputi:

a. pengertian dan manfaat Mediasi;

b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi
berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses
Mediasi;

c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan
bukan Pegawai Pengadilan;

d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian
atau pencabutan gugatan; dan

e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.

Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada

Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:

e memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim
Pemeriksa Perkara;

e memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan



e Dbersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
8. Tahapan Proses Mediasi

Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
penetapan perintah melakukan Mediasi.

Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan
jangka waktu Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan
alasannya. Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan
petitum gugatan.

Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan
Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan
Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib
memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;

b. merugikan pihak ketiga; atau

c. tidak dapat dilaksanakan.

Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan
Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan
Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang
dicapai.

Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian
kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.

Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam
Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan
gugatan.

Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim
Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.



9. Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti
“kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”.

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 30
Tahun 1999).

Penyelesaian melalui Arbitrase memilki beberapa keunggulan jika di
bandingkan dengan proses penyelesaian melalui Peradilan, seperti beberapa
hal berikut ini :

a. para pihak didalam Arbitrase dapat memilih Hakim yang diinginkan,
sehingga dipandang dapat menjamin netralitas dan keahlian yang
diperlukan dalam menyelesaikan sengketa.

b. para pihak juga dapat menetapkan hukum yang mana yang akan
diaplikasikan dalam pemeriksaan sengketa, dan melalui hal ini dapat
ditekan rasa takut, was-was dan ketidakyakinan mengenai hukum
substantive dari negara.

c. kerahasaian dalam proses penyelesaian melalui Arbitrase akan melindungi
para pihak dari pengungkapan kepada umum mengenai segala sesuatu hal
yang dapat merugikan. Selain itu proses penyelesaian Arbitrase seringkali
dipandang sebagai penyelesaian sengketa yang lebih efisien dalam biaya
maupun waktu pelaksanaannya, jika dibandingkan penyelesaian melalui
Peradilan umum.

d. Arbiter pada umumnya memiliki kearifan dalam memeriksa sengketa,
menyelesaikan dan menerapkan prinsip hukum serta pertimbangan-
pertimbangan hukum.

e. penyelesaian melalui Arbitrase dipandang lebih cepat jika penyelesaian
sengketa melalui Peradilan umum, karena penyelesaian melalui Arbitrase di
berikan batas waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak
Arbitrase terbentuk.

f. Pelaksanaan Arbitrase harus didasari pada kesepakatan dari para pihak
dalam bentuk tertulis, untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam
realisasi suatu Perjanjian. Kesepakatan tersebut dapat diatur dalam dan
merupakan suatu klausula dalam Perjanjian, atupun dibuat sendiri oleh para
pihak setelah sengketa terjadi.

g. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan
mengikat para pihak, sekalipun Putusan tersebut tidak dtandatangani oleh
seorang Arbiter. Sedangkan Putusan Arbitrase internasional harus
didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan menyertakan
Putusan otentik dan naskah terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia.



10. Kelebihan Mediasi

11.

I
-

Merupakan campur tangan pihak ketiga untuk memecahkan kebuntuan
negosiasi dalam penyelesaian sengketa.

Dalam mediasi pihak ketiga ikut serta dalam perundingan sebagai
penengah dan punya peran aktif dalam penyelesaian sengketa.
Mengusahakan tercapainya penyelesaian, mengajukan saran, yang dapat
memuaskan kedua pihak. Dapat menjadi media penghubung bagi pihak
yang sudah putus hubungan diplomatiknya sehingga dapat melakukan
perundingan kembali.

Berfungsi melonggarkan ketegangan yang ada selama sengketa dan
mengembangkan ruang lingkup negosiasi.

Merupakan saluran informasi yang efektif.

Saran dari negosiator tidak mengikat sehingga para pihak masih bebbas
untuk menentukan keputusannya sendiri.

Bentuk proposal dari mediasi masih tidak formal dan berdasarkan informasi
yang diberikan masing-masing pihak.

Mediasi dapat dimintakan oleh para pihak ataupun ditawarkan secara
spontan oleh pihak luar.

Para pihak masih memegang kontrol dalam perundingan.

Mediasi merupakan suatu kompromi dari suatu jenis sengketa.

Kekurangan Mediasi

a.

b.

tidak semua sengketa internasional dapat cocok diterapkan mediasi, karena
semua tergantung dengan itikad mediatornya.

dari pihak mediatornya sendiri, mediasi ini merupakan tugas yang
melelahkan dan sering tidak memberikan penghargaan yang cukup, serta
memerlukan kesabaran ekstra untuk menghadapi para pihak yang
bersengketa.

mediasi tidak dapat dipaksakan jika para pihak atau salah satu pihak tidak
mau melakukannya.

dengan melakukan mediasi maka telah mengakui masalah tersebut adalah
masalah sengketa internasional sehingga jika ada perselisihan mengenai
pertanggungjawaban internasional, pihak yang bersengketa tidak akan mau
dilakukan mediasi.

jika salah satu pihak merasa yakin untuk memenangkan persengketaan
maka tidak akan mau untuk dilakukan mediasi, sebab dalam mediasi selalu
dicari jalan win-win solution.

pihak mediator tidak akan diterima jika diangap punya pemahaman sedikit
tentang posisi para pihak, tidak simpatis, terpengaruh pada pihak lain atau
dianggap memiliki kepentingan pribadi dalam sengketa.



g.

para pihak harus bersiap untuk mengorbankan tujuan asal yang ingin
dicapai untuk mencapai kompromi bersama.

12.Kelebihan Arbitrase

a. para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya (arbitrator) baik

e.

f.

secara langsung maupun tidak langsung (melalui bantuan pihak ketiga
seperti pengadilan internasional). Hal ini penting karena apabila suatu
negara menyerahkan sengketanya kepada pihak ketiga (dalam hal ini
arbitrase) maka negara tersebut harus mempercayakan sengketanya
diputus oleh pihak ketiga tersebut, yang menurut negara itu bisa diandalkan,
dipercaya, dan memiliki kredibilitas.

para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara atau
persyaratan bagaimanan suatu putusan akan didasarkan misalnya dalam
menentukan hukum acara dan hukum yang akan diterapkan pada pokok
sengketa.

sifat dari putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat
apabila para pihak menginginkan maka arbitrase itu dapat dilaksanakan
secara rahasia. Contoh persidangan yang dilakukan secara rahasia adalah
persidangan atau dengar pendapat secara lisan yang tertutup dalam kasus
Rainbow Warriors Arbitration juga dalam kasus Anglo-French Continental
Shelf.

prosedur arbitrase dapat lebih cepat dari pengadilan internasional.

para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase.

13.Kelemahan Arbitrase

a.

arbitrase hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak sepakat untuk itu,
sedangkan dalam masyarakat internasional umumnya negara enggan untuk
memberikan komitmennya untuk menyerahkana sengketa kepada badan-
badan pengadilan interansional termasuk badan arbitrase internasional.
keputusan yang diambil tergantung pada arbiter.

proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tisak mejamin putusannya
akan mengikat. Hukum internasional tidak menjamin bahwa pihak yang
kalah atau tidak puasdengan putusan yang dikeluarkan akan melaksanakan
putusan tersebut.

tidak ada preseden yang dapat dijadikan sumber hukum arbitrase.

dalam penunjukkan badan arbitrase ad hoc, sedikit banyak akan
menimbulkan kesulitan dalam prosesnya, karena para pihak harus betul-
betul memahami sifat-sifat arbitrase dan merumuskan sendiri hukum
acaranya. Badan arbitrase akan berfungsi apabila para pihak sepakat untuk
menyerahkan sengketa pada lembaga itu.
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